
BUPATI MUSI BAl~YUASIN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 
NOMOR 28 TAHUN 2023 

TENTANG 

SALINAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 38 
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI BANYUASIN, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 

kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya hasil 

pengendalian dan evaluasi serta penyesuaian 

terhadap perkembangan kondisi di Daerah maka 

perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 

355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Daerah; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023; 



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 

Undang-Undang Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
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dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

6 . Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

La po ran dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52); 

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

11. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
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Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 

2018 ten tang Reviu Atas Dokumen Perencanaan 

Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 462); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 

2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 

2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1781); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 1419); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 

2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 590); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 1 7) ; 
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20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 

1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sumatera Sela tan Tahun 2019-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2019 Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2008 Nomor 40); 

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9), 

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9); 

23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2022 Nomor 7; 

24. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang 

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16). 
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Menetapkan: 

25. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Musi Banyuasin 

Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2021 Nomor 38); 

26. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 90) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2022 Nomor 29); 

27. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Bupati Musi 

Banyuasin Nomor 10/KPfS-DPRD/2023 dan 

466 / KPfS-BPKAD / 2023 ten tang Persetujuan 

Rancangan Peraturan Daerah ten tang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun Anggaran 2022 untuk Ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 38 

TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 38) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 3 

(1) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 

berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran 

pokok RPJPD, program prioritas nasional dan 

provinsi serta RPD Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2023-2026; 

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

a . BAB I : PENDAHULUAN 

b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II 

(TRIWULAN DUA) TAHUN 2023 

C. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN 

KEUANGAN DAERAH 

d . BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS 

PEMBANGUNAN DAERAH 

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN 

PENDANAAN DAERAH 

f. BAB VI : PENUTUP 

(3) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini . 

.J 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati lill dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Diundangkan di Sekayu 

pada tanggal 5 Juli 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN, 

ttd 

MUSNI WIJAYA 

Ditetapkan di Sekayu 

pada tanggal 5 Juli 2023 

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN 

ttd 

H. APRIYADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 28 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA B IAN HUKUM, 

ROMASARI P A, SH., M.Si 
NIP. 19800715 199903 2 003 
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